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PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

Nlenimbang

Mengingal

—

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDINIPUAN
NOMOR 23 TAHUN 2003 '

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN Y ANG MAHA ESA

WALLKGTN PADANGSIDIMPUAN

sa. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Dacrah dan Desentralisast,
Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalam pelaksanaan Pemerintahan

dan Pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Ashi Daerah (PAD):
b. bahwa Retribusi salah satu sumber PAD Kota Padangsidimpuan:
bahwa pelaksanaan pelavanan Pasar termasuk dalam Kewenangan Daerah.
vang membutuhkan biaya pembangunan sarana dan prasavana fisik dan
operasional, dan yang dapat diharapkan menjadi sumber PAD Kota
Padangsidimpuan dengan pengaturan tentang Retribusi Pelavanan Pasar;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan a, b dan ¢ tersebut diatss, perlu diatur
dan ditetaphan suatu Peraturan Daerah dan penctapan Retribusi Pelayanan
Pasar:

g

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kilab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nemor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Dacrah
(L.embaran Negara R1 tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negata
Nomor 3839);

4. Undang-Undang Womor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Ncegara RI tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Da=rah dan Retribusi Daerah
(I.embaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246, Tambahan T.embaran

Negara Momor 4048); v
6. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan KNota
Padangsidimpuan (TL.embaran Negara RI tahun 2001 Nomor 84, Tambahan
F.embaran Negara Nomor 4111);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Dacrah Otonom
(I embaran Kevara RTahan 2000 Nomor S0 Tambahan T embaran Nepara

Nomor 3957);

R Peraturan Pemerintah Nomor 06 fahun 2001 fentang Relribust Dacrah

(T .embaran Negara R tahun 2001 Nomor 119):

O Peraturan Menteri Dalame Negert vomor b tahun 1997 tentang Penyvidik

Pegawar Neoeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah:

10, Keputusan NMenteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tenflang

Pedoman Tata cara Pemuneatan Retribusi Dacrah:

L keputusan . Vlentere Dabun Neoceri Nomor 175 ahun 1997 qentang

Podoman Tata Cara Pemertksaan di bidang Retribust Daceali



12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun

2001 tentang Teknik Penyusunan dan Matert Muatan Produk-produk
Hukum Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomeor 22 Tahun

2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerali Nomor 23 Tahun

2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun

~ 2001 tentang T.embaran Daerah dan Berita Daerah,;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDIMPUAN TENTANG
RETRIBUST PELAYANAN PASAR

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam IPeraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

¢

h.

Daerah adalah Kota Padangsidimpuan

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Padangsidimpuan.
Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidimpuan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyva disebut DPRD adalah
Badan Legislatif Daerah Kota Padangsidimpuan.

Dinas  Pendapatan  Daerah  adalah Dinas Pendapatan  Daerah Kota
Padangsidimpuan.

Pcjabat adalah Pcgawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang
Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan vang
berlaku.

Retribust Pasar adalah pembayaran  atas pemakaian  fasilitas Pasar
perolehan surat-surat atas pemakaian Kios/I.ods Pasar.

Pasar adalah tempat yang baik yang discdiakan Pemerintah Daerah untuk
Kegiatan jual beli barang dan jasa / usaha, tersedia sarana . fasilitas
pendukung  Pasar seperti Kios/Lods. pelataran dan atau sarana Pasar
Lainnya ‘

Pasar Khusus adalah tempat vang discdiakan untuk kegiatan jual beli barang,

Jenis komoditi tertentu,

Nios adalah ruangan-ruangan yang terdapat pada bangunan Pasar yang
mempunyat dinding, dan pintu.

.ods adalah bangunan terbuka di Pasar tanpa mempunyai dinding/pintu
vang didalamnya dapat menampung lebih dari satu orang penyewa.

Kamar Mandi/ WC adalah bangunan tertutup untuk tempat mandi dan

membuang hajat manusia di Pasar.
/

. Pelataran adalah lapangan / pekarangan yang menjadi Tanah Pasar,

lapangan / tlempat lainnya yang dimiliki / dikuasai Pemerintah Dacrah yang
diberi izin pemakaiannya/pemanlaatannya untuk  kegialan  Pasar oleh
Pemerintah Dacrah kepada pedagang.

Penyewa adalah setiap orang pribadi atau Badan yvang memanfaatkan
mekar haneunan Kaog/D ods dan Delataran Pasar
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Surat Perjanjian Sewa Menyewa (SPSM) adalah surat perjanjian sewa

menyewa pemakaian/pemanfaatan Kios / Lods Pasar antara Pemerintah

Dacerah selaku pihak pertama dengan orang pribadi atau Badan sebagai

penyewa selaku pihak kedua, berlaku selama 2 (dua) tahun dan penvewa

wajib mendaftarkan ulang setiap masa berlakunya berakhir.

SPSM DBARU adalah Surat Perjanjian yang baru pertama kali diberikan

kepada penyvewa untuk pemakaian/pemantaatan Kios:Lods vang  telah

ditentukan baik pada bangunan yang baru - lama atau karenas adanva

pergantian penyewa,

SPSM DAFIAR ULLANG adalah Surat Pegjanjian pemakaian Kios:Lods

vang diperpanjang masa berlakunya.

Surat Keterangan /7 [zin adalah Kartu Pemakai Kios/Lods, Kartu Sewa

Bulanan, Surat Izin pemakaian tempat sementara, izin pemakaian mesin

untuk kegiatan usaha vang kapasitasnya tidak lebih dari 3 PK vang sectiap

tabunnya harus diganti. '

Katagori Kios adalah klasifikasi untuk menentukan besarnya tarif Retribusi

terhadap Kios vaitu : ; .

1)Katagori I : Kios yang aktifitas di dalamnya / menghadap langsung
kebagian luar pekarangan / jalan raya disekeliling Pasar / Ictaknya lebih
strategis.

2)Katagori II : Kios vang letaknya berada langsung di belakang katagori I
dan Kios lainnya yang digolongkan katagori II.

3)Katagori [l : Kios yang letaknya di belakang katagori II dan Kios
lainnya vang digolongkan Katagori IIL

Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,

Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau

Dacrah denga nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Lembaga Dana

Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau

diberikan  olch Pemerintah - Daerah untuk  tujuan  kepentingan  dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.

Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau badan yang menurut

Peraturan Perundang-undangan  Retribusi  diwajibkan  untuk  melakukan

Retribusi. '

Nasa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu bagi Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Surat Keletapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah

Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi vang

ferhutang,.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah Surat

untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa

bunga atau denda. :

Penvidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adaluah serangkaian

tindakan vang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil vang

sclanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencadri serta mengumpulkan .

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang

Retribusi Dacrah vang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB1I
NANA, OBY ERK DAN SUBYERK RETRIBUSI

Pasal 2

dengan Nama Ketribust Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan
fasilitas Pasar vang berupa halaman / pelataran. Lods dan atau Kios vang
dikelola Pemerintah Dacrah dan Khusus disediakan untuk pedagang.



- BT WM_

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas  Pasar
tradisional/sederhana berupa halaman / pelataran, Lods dan atau Kios vang
Khusus disediakan untuk pedagang. '

(2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas
Pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak Swasta maupun
Perusahaan Daerah.

Pasal 4
Subyck Retribusi adalah orang pribadi atau Badan vang menggunakan fasilitas
Pasar.
BAB I11
JENIS RETRIBUSI

Pasal §

Retribusi Pasar termasuk kepada jenis Retribusi jasa umum

K

BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tigkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan klas Pasar
vang digunakan.
BAB YV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI

¢

Pasal 7

Punsip dan sasaran dalam penerapan tarif Retribusi dimaksudkan untuk
menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas Pasar dengan
mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan,

BAB V1
KEWAJIBAN
Pasal 8

(1) Sctiap pemantaatan / pemakaian kios dan lods serta fasilitas lainnya wajib
terlebih  dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau
petugas vang dihunjuk.

(M) Sctiap penyewa Kios/aods, pelataran dan atau yang memperoleh pelayanan
Pasar lainnya wajib membayar Retribusi pelayanan Pasar.

(3) Sctiap penyewa  sebagaimana  discbutkan  pada ayat (2) pasal ini
berkewajiban  memclihara schingea  tetap baitkh Kios, Tods dan atau

hataman:-pelataran Pasar vang discewa.



BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNY A TARTF RETRIBUST
Pasal 9

Besarnya Retribusi Pasar yang sebagaimana dimaksud Pasal 8 avat 2 Peraturan
Daerah ini adalah :

(1) KiosT.odsPelataran : dihitung berdasarkan luas tempat yang dipakai yaitu

@P_Ij{lusiﬁkusi Pasar i Jenis Tempat ! Tarif Retribusi
¢ a. Pasar Kls-[A i - Kios Lantai I f
i ¢ - Katagori T - Rp. 3.750.- N2 ¢ bulan
: : - Katagorti 11 ‘ [ Rp. 3.000,- M2 ' bulan
| I - Katagori 111 } Rp. 2.250.- N2 . bulan
! - Kios Lantai [1 i
" - Katagori I " Rp. 2.700,- \12 - bulan
. - Katagori II i Rp. 2.250,-\12 bulan
' - Lods Rp. 2.000.- N2 - bulan
; i - Pelataran i Rp. 500,- M2 " hari
¢ b. Pasar Kelas [ ‘ i 4
’ ' - Kios : ’ '
; . - Katagori I [ Rp. 2.500,- M2 bulan
; ' - Katagori II ! Rp. 1.900,- M2 / bulan |
| I - Lods Rp. 1.600,- M2 / bulan |
‘ - Pelataran Rp. 500,-M2/hari |
c. Pasar Kclas Hnpres :
! - Kios
| - Katagori I Rp. 1.900,- M2 / bulan |
- Katagori 11 Rp. 1.600,- M2 / bulan
- Lods Rp. 1.200,- M2 / bulan
- Pelataran Rp. 350,- M2/ hari
d. Pasar Kls 111 f
i - Kios i j
- Katagori 1 i Rp. 1.600,- N2 / bulan ;
- Katagori II Rp. 1.200,- M2 / bulan |
, & Lods Rp. 750,- M2 / bulan ‘
" i - Pelataran Rp. 200,-M2/hari |
| i J

(2) SPSM BARU dihilung berdasarkan luas Lantai Kios/Lods dan kewajiban
pembavaran hanya sckali yaitu pada waktu memperoleh Kios/Lods atau
pengurusan SPSNI BARU

 Kelas Pasar Tarif Retribusi untuk Kios M2 Tanif Ret. Untuk
Katcg 1 Kaleg 11 Kateg 11 Lods / M2
pa. Kis TA
-1 Rp.100.000.- | Rp. 90.000,- Rp. 80.000,- | Rp. 60.000.-
-1 Rp. 80.000.- | Rp. 60.000.- Rp. 50.000.- | Rp. 40.000,-
b. Kis 1 Rp. §5.000,- | Rp. 75.000,- - Rp. 50.000,-
¢. Kis I/ Rp. 65.000,- | Rp. 50.000,- - Rp. 35.000,-
Tnpres i
RN Rp. 15.000,- | Rp.35.000- | - | Rp.25.000-




(3) Surat Perjanjian Sewa Menyewa daftar ulang : untuk setiap daftar ulang /
sekali dua tahun.

N/

Kelas Pasar Tarif Retribusi untuk Kios Tarif Ret.Untuk
Kateg 1 Kateg IT Kateg IIT Lods
a. KilsIA/I | Rp.35.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 25.000,- | Rp. 20.000,-
b. Kis IT/ Rp. 25.000,- | Rp. 20.000,- - Rp. 15.000,-
Inpres -
c. Kis III Rp. 15.000,- | Rp. 10.000,- Rp. 7.500,-
(4) Surat Keterangan / Izin
Jenis Surat Keterangan / | Kelas Pasar Tarif
Izin Retribusi
a. Izin Pemakaian tempat | Pasar KIs IA /I Rp.25.000,-
sementara (setiap Pasar Kls II Inpres Rp.20.000,-
surat izin) Pasar Kls III Rp.15.000,-
b. Izin Pemakaian Mesin | Pasar Kls IA /] Rp.20.000,-
(Untuk setiap tahun) Pasar Kls II Inpres Rp.15.000,-
Pasar Kls III Rp.10.000,-
c. Kartu sewa bulanan / - Rp. 1.500,-
lembar

(5) Pemakaian / penggunaan Pasar Khusus :

Jenis Komoditi Ketentuan pemakaian | Tarif
tempat Retribusi
a. Buah Kopi 1 M2 -100Kg Rp. 600,-
b. Gula Aren 1 M2 -100Kg Rp. 300,-
¢. Buah Pisang 1 M2 - 100 Kg = 16 | Rp. 400,-
Tandan
d. Getah / Karet 1 M2 -100Kg Rp. 400,-
e. Buah Salak 1 M2 - 100 Kg = 4 | Rp. 1.600,-
Karung ’
f. - Hewan Pasar Rp. 2.000,-
(Kerbaw/LembuwEkor/hari
- Hewan Kecil Rp. 750,-
(Kambing/Domba/Ekor/hari
(6) Kamar Mandi / WC :
a. Mandi Rp. 1.000,-
b. Buang Hajat Besar Rp. 500,-
¢. Buang Hajat Keeil Rp. 300,-
BAB V111

WI1LAY AH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi vang, terutang, di pungut di Wilayal Dacrali.



BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu vang merupakan batas
wakiu untuk pembayaran Retribusi.

Pasal 12
Relribusi yang terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen
lain vang dipersamakan.
BABX
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN
Pasal 13

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain vang
dipersamakan.

Pasal 14

(1) Pengeluaran Surat teguran / peringatan / Surat izin yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7
{tujuh) hari scjak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran
peringatan < sural izin vang  sejenis, wajib Retribusi harus melunasi
Retribusinya vang terutang.

(3) Sural teguran scbagaimana dimaksud pada ayvat (1) dikeluarkan oleh Pejabat
vang dihunjuk.

BAB XT
SANKST ADMINISTRASI
Pasal 15
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayvar, dikenakan sanksi adininistrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) scliap bulan dari Retribusi yang terutang, atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XTI
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI.
Pasal 16

(1) Kepala  Dacrah dapat memberikan  pengurangan,  Keringanan  dan

poembebasan Retoibus
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{2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Derah.

BAB XIII
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 17

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluarsa, setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnva Retribusi
kecuali apabila Wajib Retribusi  melakukan tindak pidana dibidang
Reiribusi Daerah.

(2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran. .
b. Ada pengakuan Hutang Wajib Retribusi  dari Wajib Retribusi  baik
langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

(1) Wajib Retribusi  yang tidak melaksanakan Kkewajibannya sehingga
merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 6
(Enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi
vang terutang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 19

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Dacrah «
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor & tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2 Wawenano Penvidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
a. Nencrinu, mencari, mengumpulkan dan mencliti Keterangan atau laporan

berkenaan  dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, agar
keteranpan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Nencliti, mencari dan mengumpulkan  Kelerangan  mengenai orang
pribadi atau Badan tenlang kebenaran perbuatan yang dilakukan
schubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.tersebut.

¢. Meminta heterangan dan bahan bukti dari orang, pribadi atau Badan
schubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Dacral tersebut.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak Pidana di bidang, Retribusi Dacrah.

¢. Nelakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan-
penvitaan terhadap bahan bukti penvitaan tersebut.

[ Nleminta bantuan tenapa ahli dalam rangka pelaksanaan tupas penvidikan
tradale adana dibidang, Reteibust Dhaceah
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o Menyuruh berlienti atau melarang scescerang meninggalkan ruangan atau
tempai pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identiias orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada hurnf e,

h. Memoltiet seseorang vang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi
[Daerah..

. Memanggil orang untuk didengar keteragannya dan diperiksa schagai
tersangli atau saksi.

j- Menghentikan peayidikan, :

K. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
Pidana  dibidang  Retribusi  menurut  Hukum  vang  dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyvidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntit
Umum, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor
$ tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1) Dengan buerlakunya Peraturan Dacrah ini, maka Peraturan dan ketentuan
lain vang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Dacrah ini dinyatakan-
tidak beriulu lagi.

(2) tal-hat vang behim diatur dalam Peraturan Dacrah ini akan ditentukan dan
ditetapkan kemudian olch Kepala Dacrah.

Pasal 21

veratuezn Pacrah ini mulad berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar seliap  orang, dapat mengetahuinya memerintahkan  peneundangan
Pevaturan Daciah ot dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota

Padangsidimpuaan.

Ditclapkan di Padangsidimpuan

pada tanpgal Y- MArex Qoo

WALIKOTA PADANGSTIDINPTIAN

Dre, 72U ,[\[\Rl ."\I&’.-'\S[ CTTONN

PO
i —— o
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. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dap atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf c.

h. Memotret seseorang vang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi

Daerah.. . .

i. Memanggil orang untuk didengar keteragannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi. .

. Menghentikan penyidikan. &

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penvidikan tindak
Pidana  dibidang  Retribusi  menurut Hukum  vang  dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
Penvidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
Umum, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor
8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(4{=]

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan
lain yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan
tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan dan
ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar seliap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 12 Marzt 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPU AN

Drs. ZUL M@A&ASUTION



